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TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA 
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG 
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 
 
ABSTRAK 
Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam. 
Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang 
lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, dengan artian 
bahwa memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk mengembalikan 
apa yang sudah diterimanya dengan kondisi/jumlah yang sama dan apabila 
diperlukan bisa dibebani dengan bunga. Sejumlah uang yang diberikan oleh 
kreditur perlu dilindungi. Tanpa adanya perlindungan, kreditur sulit mengelakkan 
resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Peristiwa 
yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali tidak berjalan 
lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dianggap telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati 
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. 
Menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Dan dengan 
menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh 
debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu 
debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi 
debitur tersebut. Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan 
menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi atas perjanjian 
utang-piutang. Sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan 
putusan yang menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai hutang kepada 
Penggugat; Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan 
wanprestasi; Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada 
Penguggat secara tunai dan sekaligus. 
 
Kata Kunci:  perjanjian utang-piutang, penyelesaian perkara wanprestasi, 
tanggung jawab hukum 
 
ABSTRACT 
The loan agreements are included in this type of loan and lending agreement. 
Debts are agreements between one party and the other and the contracted object is 
generally money, in the sense that it gives an obligation to the debtor to return 
what it has received under the same conditions / amount and where necessary can 
be burdened with interest . A sum of money given by creditors needs to be 
protected. Without protection, creditors find it difficult to avoid future risks, as a 
result of non-performing debtors. Events that occur in the implementation of debt 
agreements often do not run smoothly in accordance with what has been agreed. 
The Borrower is deemed to have breached the agreement of the agreed debts. This 
research uses descriptive normative method with primary and secondary data. The 
data was collected through literature study, field study, and interview with 
qualitative data analysis.  Based on the research result and discussion, it can be 
concluded that: Legal liability occurred against the breach of contract. The debtor 
was sued  to pay the loss because debtor failed to fulfill his or her obligation as 
2 
described in the contract. Panel of judges have acquired facts and concluded that 
this case is indeed breach of contract in loan agreement. Judges have thrown 
verdict which declared that the defendant was indebted to the plaintiff; Declared 
according to the law that the plaintiff has breached the agreement; Punished the 
defendant to pay the debt to the plaintiff in cash and all at once. 
 
Keywords: loan agreement, breach of contract settlement, legal liability. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-
meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata 
yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah 
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan 
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 
sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.1 
Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak 
yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. 
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), 
sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut 
(debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 
tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.
2
 
Unsur terpenting dari utang adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur 
terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi 
segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. 
Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa 
utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka 
waktu tertentu sesuai kesepakatan.
3
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 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 
9. 
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 Putu Vera Widyantari, 2014, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan 
Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau 
Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (Tesis Tidak Diterbitkan), Denpasar: Universitas 
Udayana Denpasar, Hal 1. 
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Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban 
kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-
piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur 
wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan 
bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara 
mengangsur setiap bulan.
4
 
Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian 
utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko 
mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya 
secara lunas, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan 
secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan 
atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan 
kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga 
dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan 
dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.
5 
Sejumlah uang yang diberikan oleh kreditur perlu dilindungi. Tanpa 
adanya perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai 
akibat tidak berprestasinya debitur. Agar pihak kreditur terlepas dari resiko 
tersebut atau setidak-tidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, kreditur 
senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang 
dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, 
serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan 
kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur 
melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada 
debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian 
utang-piutang tersebut.
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Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, hal 38. 
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Namun peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-
piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai 
dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka 
debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-
piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau 
keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan 
baik.
7
 Sedangkan menurut pendapat M Yahya Harahap, pengertian wanprestasi 
merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan 
tidak menurut yang selayaknya diperjanjikan.
8
 Wanprestasi diatur pada Pasal 
1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia 
dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu 
yang ditentukan”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka 
harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam 
perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan 
Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.
9
 
Bedasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk  
(1) Mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang; (2) Mengetahui hakim dalam 
menentukan pembuktian atas sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang 
piutang; (3) Mengetahuai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas 
sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Sedangkan manfaat yang 
diharapkan dapat diambil yaitu (1) Dapat memberikan pengetahuan dan 
penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 
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J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, Hal 2. 
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Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 
20 April 2015, Pukul 14.30 WIB. 
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memahami dengan baik mengenai perkembangan hukum yang mengatur tentang 
proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. (2) 
Dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan kepada masyarakat luas 
dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai 
perkembangan hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian atas sengketa 
wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. 
 
2. METODE 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode normatif.
10
 Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat 
Deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
116/Pdt.G/2015/PN.Skt, pada intinya Tergugat dinyatakan telah melakukan 
wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. 
Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus 
Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sama dengan emas 
seberat 18.516 gram (delapan belas ribu lima ratus enam belas) gram. 
Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur salah satu 
diantaranya yaitu  Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak membayar 
hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena 
masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam Pasal 1883 KUHPerdata 
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Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, Hal 118. 
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yaitu Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maka 
debitur harus bertanggung jawab. 
Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu 
tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk 
membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Yang 
menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih 
menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, 
yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak 
debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi: a) Ongkos 
atau biaya yang telah dikeluarkan; b) Ganti kerugian atas kesalahan Tergugat 
(debitur); c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan. 
Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka dalam putusannya 
Tergugat dijatuhi hukuman harus bertanggung jawab untuk melunasi seluruh 
hutangnya sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua 
juta dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sama dengan emas seberat 18.516 gram 
(delapan belas ribu lima ratus enam belas) gram. 
3.2 Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Wanprestasi 
Dalam Perjanjian Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur 
Penggugat Telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan 
pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dengan mengajukan dalil 
gugatan yang pada intinya: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin 
hubungan perjanjian utang-piutang yaitu Tergugat minta kepada Penggugat untuk 
disediakan modal untuk usaha Tergugat yaitu membangun dan menyewakan 
rumah kost, sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh 
dua juta dua ratus ribu rupiah). Tergugat tidak juga melunasi hutangnya tersebut, 
walaupun telah ditagih berulang kali selama sepuluh tahun oleh Penggugat. 
Untuk menguatkan dalil gugatannya, Dalam hal ini Penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 1) Fotokopi Sejumlah 171 (seratus tujuh 
puluh satu) lembar bilyet giro Lippo Bank, (Bukti tertanda P 1 – P 171); 2) 
Fotokopi surat kematian Abdullah Baraja dikeluarkan oleh Kelurahan Kratonan 
Kota Surakarta tertanggal 14 januari 2003, (bukti P-172); 3)Fotokopi Kartu 
7 
Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta, (bukti P-173); 4) Fotokopi Blokir HM No 02442 Desa Polokarto, Kec 
Polokarto, Kab Sukoharjo, Luas 1308 M2, tanggal 18 Mei 2015 a.n Muhammad 
Fahmi, (bukti P-174). Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan 
aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti tertanda P-174. 
Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi. 
Dalam hal ini Tergugat telah menyampaikan jawaban/bantahan, yaitu yang 
pada intinya sebagai berikut: Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang 
disampaikan Penggugat dalam gugatan, Bahwa atas hutang Tergugat kepada 
Penggugat tersebut, Tergugat telah membayar lunas kepada Penggugat pada akhir 
tahun 2005 dengan dibayar asset-aset tanah atau rumah milik Tergugat. Sehingga 
jumlah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 
4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Tergugat 
dalam melakukan pembayaran tersebut justru ada kelebihan  pembayaran kepada 
Penggugat sebesar Rp 1.757.800.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh 
juta delapan ratus ribu rupiah). 
Guna meneguhkan sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti 
surat, akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi. Pada intinya menjelaskan 
tentang Saksi tahu Tergugat punya hutang kepada Penggugat karena pernah 
dikasih tahu oleh Pak Fahmi dan juga dikasih tau oleh bagian administrasi. 
Mengenai jumlah hutang Tergugat kepada Tergugat saksi tidak tahu persis berapa 
jumlahnya. 
Dengan demikian, berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat 
yang telah didalilkan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan 
dalam persidangan, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka 
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1) Bahwa benar antara Penggugat 
dengan Tergugat terjalin hubungan bisnis yang dituangkan dalam suatu perjanjian 
utang piutang yang tidak tertulis. 2) Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang 
kepada Penggugat uang sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus 
sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). 
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Dari fakta-fakta hukum tersebut sehingga dapat diambil Kesimpulan 
Pembuktian yaitu terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Wanprestasi 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dilakukan oleh Tergugat. 
Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan perjanjian utang-piutang. 
Akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada 
Penggugat sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua 
juta dua ratus ribu rupiah). 
3.3 Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Wanprestasi Dalam 
Perjanjian Utang-Piutang 
Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut diperoleh Fakta-Fakta 
Hukum dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian yang 
pada intinya Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka 
selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya 
yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang 
tertuang dalam Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN.Skt 
Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan 
Tergugat bahwa dinyatakan Tergugat belum melunasi pembayaran utangnya 
sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua 
ratus ribu rupiah). 
Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-
surat tertanda P-1 sampai dengan P-174. Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan 
Penggugat tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi perjanjian utang-
piutang antara Tergugat dengan Penggugat, dimana pihak Tergugat memberikan 
jaminan berupa 171 lembar Bilyet Giro. Serta utang tersebut sampai saat ini 
belum dilunasi oleh pihak Tergugat. 
Sebaliknya dalam hal ini Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat. 
Tergugat menyangkal bahwa telah membayar lunas kepada Penggugat dengan 
asset-aset tanah atau rumah milik Tergugat, sehingga Tergugat tidak melakukan 
wanprestasi. 
Untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti 1 
(satu) orang saksi yang bernama Sarmono. Dari bukti yang diajukan pihak 
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Tergugat yaitu saksi Sarmono yang dimaksudkan Tergugat untuk membuktikan 
dalil sangkalannya bahwa Tergugat sudah membayar lunas kepada Penggugat 
dengan asset-aset tanah atau rumah milik Tergugat sehingga Tergugat tidak 
melakukan wanprestasi. 
Berdasarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat, dalam keterangannya saat 
diperiksa Majelis Hakim sama sekali tidak ada pernyataan yang mampu untuk 
membuktikan/menerangkan bahwa Tergugat telah melunasi utangnya kepada 
Penggugat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tergugat tidak mampu 
membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dapat disimpulkan Tergugat telah 
melakukan wanprestasi. 
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan ini Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat 
sebagian; Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan 
Wanprestasi; 2) Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat 
mulai tanggal 28-06-2005 sampai dengan tanggal 06-09-2005 jumlah sebesar Rp 
2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu 
rupiah) yang nilainya sama dengan emas seberat 18.516 gram (delapan belas ribu 
lima ratus enam belas) gram, yang belum dibayar sampai saat gugatan ini 
didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta; 3) Menghukum Tergugat untuk 
membayar hutangnya kepada Penguggat tunai dan sekaligus sebesar uang yang 
pada tahun 2005 sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan 
puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sama dengan emas seberat 
18.516 gram (delapan belas ribu lima ratus enam belas) gram; 4) Menghukum 
Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.111.000,- (satu juta 
seratus sebelas ribu rupiah); 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan 
selebihnya. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Berdasarkan Putusan Pengadilan 
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Negeri Surakarta Nomor: 116/Pdt.G/2015/PN.Skt, pada intinya Tergugat 
dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk 
membayar hutangnya. Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 
2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu 
rupiah). Atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka dalam putusannya 
Tergugat dijatuhi hukuman harus bertanggung jawab untuk untuk membayar 
hutangnya kepada Penguggat tunai dan sekaligus sebesar uang yang pada tahun 
2005 sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta 
dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sama dengan emas seberat 18.516 gram 
(delapan belas ribu lima ratus enam belas) gram dihitung sejak putusan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Kedua, hakim dalam menentukan pembuktian atas sengketa wanprestasi 
dalam perjanjian utang-piutang. Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban 
Tergugat yang telah didalilkan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang 
diajukan dalam persidangan, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka 
ditemukan fakta-fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1) Bahwa benar berdasarkan 
bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri 
yang menyatakan mengakui kebenaran Tergugat mempunyai hutang kepada 
Penggugat sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua 
juta dua ratus ribu rupiah). 2) Bahwa hutang Tergugat tersebut sama sekali belum 
dilunasi, walaupun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya. Dengan demikian 
Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian hutang-piutang dengan 
Penggugat. Dari fakta-fakta hukum tersebut sehingga dapat diambil Kesimpulan 
Pembuktian yaitu terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Wanprestasi 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dilakukan oleh Tergugat. 
Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan perjanjian utang-piutang. 
Akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada 
Penggugat Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua 
ratus ribu rupiah). 
Ketiga, hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi 
dalam perjanjian utang-piutang. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang 
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didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain: Berdasarkan surat 
gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, yaitu Tergugat meminjam uang 
dari Penggugat sebesar Rp 2.592.200.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh 
dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan bilyet giro Bank Lippo Solo-Pasar 
kliwon atas nama Tergugat yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2005 sampai dengan 
tanggal 06 September 2005 sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-171; 
Sebaliknya dari bukti Tergugat yaitu saksi Sarmono yang dimaksudkan Tergugat 
untuk membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat sudah membayar lunas 
kepada Penggugat dengan asset-aset tanah atau rumah milik Tergugat sehingga 
Tergugat tidak melakukan wanprestasi. Karena pada perkara ini pihak Tergugat 
hanya mengajukan bukti yaitu berupa keterangan saksi hanya 1 (satu) orang saksi 
tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa 
pembuktian yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat batas minimal 
pembuktian, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk 
membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga pembuktian Tergugat tersebut 
haruslah dikesampingkan; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas tanpa 
mempertimbangkan bukti surat maupun saksi lain yang diajukan oleh kedua belah 
pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak 
selain dan selebihnya. 
4.2 Saran 
Pertama, untuk Penggugat, yang dalam hal ini bertindak selaku kreditur, 
sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman uang terhadap 
seseorang. Setidaknya harus lebih jeli dalam melihat kondisi seseorang yang 
meminta pinjaman uang tersebut. Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang 
meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara 
lunas dengan tepat waktu. Serta sebaiknya dalam setiap melakukan utang-piutang 
harus di buatkan surat perjanjian yang sah menurut hukum dan harus ada 
jaminannya yang jelas, sekalipun utang-piutang tersebut dilakukan dengan 
seseorang yang dikenal/memiliki hubungan dekat. 
Kedua, untuk Tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku debitur, 
diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian utang-piutang agar selalu 
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beriktikad baik dalam menjalankannya perjanjian utang-piutangnya yakni dengan 
mengembalikan atau membayar angsuran kreditnya sampai selesai/lunas. 
Sehingga agar tidak terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian tersebut. 
Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan 
mengadili perkara gugatan wanprestasi, diharapkan harus cermat dan teliti dalam 
memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan 
Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil 
gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil 
gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat. 
Keempat, Untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu 
bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu hubungan hukum 
dengan pihak lain. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat 
perbuatan ingkar janji dalam suatu hubungan hukum tersebut. 
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